
 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS-I SU.LAWES! SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENT ANG 

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 
DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN 

DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ten tang 

Mengingat 

Penyelenggaraan, Ihadah, Haji, perlu. menetapkan, Peraturan, 

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang 

Transportasi Jemaah haji dari Daerah Asal Ke Embarkasi Dan 

dari Debarkasi Ke Daerah Asal. 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahu.n. 1959. tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I! di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tam bah an 

Lembaran Negara Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Tahtm 2004 Nomcr 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji fLembarnn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 

ten tang 

Republik 

Lenrbaran 

7. Undang-Undang No= 12 Tahun 20.11 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 52"3'4'); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20-l:4 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor- 56 79)� 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005- N0m0r 140, 'Famba:han Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah ( Lembaran Negara Rep.ublik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelengggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara- R-efmblili: Indonesia, Nomor 5345l; 



 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana yang· telah ditrbah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 80 Tahun 20-15 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

dan 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI JEMAAH 

HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI 

DEBARKASf KE DAERAH AS-AL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

di-maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yangmenjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene Dan 

Keputauan. 



 

7. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

8. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam 

rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan 
jemaah haji. 

9. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan Jemaah Haji dari 

daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah. 

10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi. 

11. Debarkasi adalah tern pat kedatangan J emaah Haji dari Arab Saudi. 

BAB II 
Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

( 1) Peraturan daerah Ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai biaya operasional dan transportasi bagi 

jamaah asal kabupaten pangkajene dan kepulauan; 

(2) Peraturan daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pelayanan bagi Jamaah haji agar dalam melaksanakan ibadah haji 

berjalan aman, tertib dan lancar. 

BAB III 
Pasal 3 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke Embarkasi dan dari Debarkasi 

ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan 

b. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke embarkasi dan dari debarkasi ke 

Kabupateo Pangkaj.ene dan.Kepulauan, 

BAB IV 
SUMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

(1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan 

Jemaah Haji dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke Embarkasi dan 
dari Debarkasi ke Kabtrpaten Pa:rrgkajene dan Kepulau·an dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 



 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Biaya Operasional dan Transportasi 

pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BABV 

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 5 

Biaya Operasional dan Transportasi Jemaah Haji Dari Daerah Asal Ke 

Embarkasi Dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal dan pertanggungjawabannya 

dibebankan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
pada tanggal, 9 Desember 2016 
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Diundangkan di Pangl<'ajene ., : · -� 
pada tanggal, 9 Desember 2016 

Plt. SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN 
PANG�ENEKEPULAUAN 

EFFEND� 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
TAHUN 2016 NOMOR 7 

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.8.279.16 
TAHUN 2016 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN" DAERAFf KABUPATEN" PANGKAJENE DAN KEPtJLACfAN 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENT ANG 

TRANSPORTASI JEMAAH HAJJ DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN 

OARJ DEBARKASI KE DAERAH ASAL. 

r. UMUM 

Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, 

yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam 

pelaksana:an iba:da:h haji harm, menegakan prirrsip rrirla'ba (tidak men-can 

keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat 

penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan 

menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan 

ibadah haji. Prinsip kemudahan harus juga ditegakan, karena selain 

merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan 

fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (istitho'ah) haji maka 

kemudahan akan penyelenggat aan haji akan meningkatka:n kema:mpuan 

(istitho'ah), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan 

memperkecil kemampuan (istitho'ah) dalam haji. Selain itu, prinsip 

kemudahan ini juga akan menjadikan jemaah haji merasa nyaman dalam 

melaksanakan ibadah haji, sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan 

baik. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan 

ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban 

sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 

Paaal 1 angka 3 Un<lang--Undang tersebue j-uga menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang 

beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 15 

menyebutkan bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah 

haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah 

dapat menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008). 



 

Kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

dalam rangka memperlancar transportasi jemaah asal ke embarkasi dan 

dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke 

embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek 

keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasar 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 

KEPULAUAN NOMOR 7 


